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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk 

yang cukup besar. Indonesia juga adalah negara kepulauan terbesar yang kaya akan 

kekayaan alam yang berlimpah dan letak geografis Indonesia yang cukup strategis 

dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Maka, 

banyak perusahaan dari dalam maupun luar negeri yang berdiri di Indonesia. Hal 

ini cukup menguntungkan Indonesia untuk menambah penerimaan salah satunya 

dalam sektor pajak. (Rengganis & Dwija Putri, 2018) mengatakan bahwa pajak 

adalah sumber utama penerimaan negara, sebagai sumber pembiayaan untuk 

kegiatan pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. 

 Pajak ㅤmerupakan ㅤsektor ㅤpenting ㅤyang ㅤmenjadi ㅤsumber ㅤpendaptan ㅤbagi 

ㅤAnggaran ㅤPendapatan ㅤdan ㅤBelanja ㅤNegara ㅤ(APBN) ㅤterbesar ㅤdi ㅤIndonesia. ㅤPajak 

ㅤberkontribusi ㅤsebesar ㅤ70 ㅤ% ㅤdari ㅤseluruh ㅤpenerimaan ㅤnegara ㅤ(Seprini, ㅤ2016). 

ㅤSumber ㅤpendaptan ㅤpajak ㅤindonesia ㅤbersasal ㅤdari ㅤdua ㅤwajib ㅤpajak, ㅤyaitu ㅤwajib 

ㅤpajak ㅤorang ㅤpribadi ㅤdan ㅤwajib ㅤpajak ㅤbadan. ㅤKetentuan ㅤmengenai ㅤperpajakan 

ㅤdiatur ㅤdalam ㅤpasal ㅤ23 ㅤA ㅤUUD ㅤ1945 ㅤyang ㅤberbunyi ㅤ:”Pajak ㅤdan ㅤpungutan ㅤlain 

ㅤyang ㅤbersifat ㅤmemaksa ㅤuntuk ㅤkeperluan ㅤnegara ㅤdiatur ㅤdalam ㅤUndang-Undang” 

ㅤ(Kementrian ㅤKeuangan ㅤRepublik ㅤIndonesia, ㅤ2013). ㅤPemerintah ㅤmenggunakan 

ㅤpendapatan ㅤdari ㅤsektor ㅤpajak ㅤini ㅤuntuk ㅤmembiayai ㅤpenyelenggaraan ㅤnegara, 
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ㅤtermasuk ㅤpembangunan ㅤinfrastruktur ㅤuntuk ㅤmeningkatkan ㅤperekonomian ㅤdan 

ㅤkesejahteraan ㅤmasyarakat. 

 Pengharapan ㅤpemerintah ㅤatas ㅤdasar ㅤpengenaan ㅤpajak ㅤinilah ㅤyang 

ㅤmengakibatkan ㅤbahwa ㅤpajak ㅤdijadikan ㅤsumber ㅤpenerimaan ㅤnegara. ㅤSementara 

ㅤbagi ㅤperusahaan, ㅤpajak ㅤdianggap ㅤsebagai ㅤbiaya ㅤyang ㅤakan ㅤmengurangi 

ㅤkeuntungan ㅤperusahaan ㅤdan ㅤmemperkecil ㅤlaba ㅤbersih. ㅤKondisi ㅤitulah ㅤyang 

ㅤmenyebabkan ㅤbanyak ㅤperusahaan ㅤmencari ㅤcara ㅤuntuk ㅤmengurangi ㅤbiaya ㅤpajak 

ㅤyang ㅤdibayar. ㅤOleh ㅤkarena ㅤitu, ㅤtidak ㅤmenutup ㅤkemungkinan ㅤperusahaan ㅤakan 

ㅤmenjadi ㅤagresif ㅤdalam ㅤperpajakan ㅤChen ㅤet.al, ㅤdalam ㅤ(Angelina, ㅤ2016) ㅤ. 

 Menurut ㅤFrank ㅤdalam ㅤ(Angelina, ㅤ2016). ㅤAgresivitas ㅤpajak ㅤperusahaan 

ㅤadalah ㅤsuatu ㅤtindakan ㅤmerekayasa ㅤpendapatan ㅤkena ㅤpajak ㅤyang ㅤdirancang 

ㅤmelalui ㅤtindakan ㅤperencanaan ㅤpajak, ㅤbaik ㅤmenggunakan ㅤcara ㅤyang ㅤtergolong 

ㅤsecara ㅤlegal ㅤmaupun ㅤilegal. ㅤAgresivitas ㅤpajak ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤwajib ㅤpajak 

ㅤdapat ㅤdikatakan ㅤlegal ㅤapabila ㅤbelum ㅤada ㅤdalam ㅤketentuan-ketentuan ㅤyang ㅤdiatur 

ㅤoleh ㅤpemerintah ㅤmengenai ㅤpenyelewengan ㅤpajak ㅤtersebut. 

Laporan ㅤyang ㅤdibuat ㅤErnesto ㅤCrivelly, ㅤpenyidik ㅤIMF ㅤ2016, ㅤkemudian ㅤdi 

ㅤanalisis ㅤoleh ㅤUniversitas ㅤPBB ㅤmenggunakan ㅤdata ㅤdari ㅤInternational ㅤCenter ㅤfor 

ㅤPolicy ㅤand ㅤResearch ㅤ(ICPR) ㅤdan ㅤInternational ㅤCenter ㅤfor ㅤTaxation ㅤand 

ㅤDevelopment ㅤ(ICTD) ㅤditemukan ㅤsebanyak ㅤ30 ㅤnegara ㅤyang ㅤmelakukan ㅤtindakan 

ㅤagresivitas ㅤpajak. ㅤDalam ㅤlaporan ㅤtersebut ㅤposisi ㅤpertama ㅤyang ㅤpaling ㅤbanyak 

ㅤmelakukan ㅤagresivitas ㅤpajak ㅤadalah ㅤperusahaan ㅤyang ㅤada ㅤdi ㅤAmerika ㅤSerikat, 

ㅤsedangkan ㅤIndonesia ㅤmenduduki ㅤperingkat ㅤ11 ㅤterbesar. ㅤPerusahaan-perusahaan 

ㅤdi ㅤIndonesia ㅤtidak ㅤmembayarkan ㅤpajaknya ㅤsekitar ㅤ6,48 ㅤmiliar ㅤdolar ㅤAS ㅤ(Susilo, 
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ㅤ2017). 

Agresivitas ㅤpajak ㅤmuncul ㅤkarena ㅤadanya ㅤperbedaan ㅤkepentingan ㅤantara 

ㅤperusahaan ㅤdan ㅤpemerintah, ㅤselain ㅤitu ㅤjuga ㅤdipengaruhi ㅤoleh ㅤbeberapa 

ㅤkarakteristik ㅤkeuangan ㅤdan ㅤtata ㅤkelola ㅤperusahaan. ㅤPemerintah ㅤberupaya ㅤuntuk 

ㅤmengoptimalkan ㅤpenerimaan ㅤpada ㅤsektor ㅤpajak ㅤagar ㅤdapat ㅤmembiayai ㅤseluruh 

ㅤpenyelenggaraan ㅤnegara. ㅤBerbeda ㅤdengan ㅤperusahaan ㅤyang ㅤberupaya  ㅤuntuk 

ㅤmemaksimalkan ㅤlaba ㅤnamun ㅤmeminimalisir ㅤbeban ㅤpajak ㅤyang ㅤharus ㅤdibayarkan, 

ㅤkarena ㅤperusahaan ㅤmenganggap ㅤpajak ㅤdapat ㅤmengurangi ㅤlaba ㅤbersih ㅤperusahaan. 

ㅤPerbedaan ㅤkepentingan ㅤantara ㅤperusahaan ㅤdan ㅤpemerintah ㅤinilah ㅤyang ㅤmembuat 

ㅤwajib ㅤpajak ㅤmengefisienkan ㅤbeban ㅤpajaknya ㅤmelalui ㅤtindakan ㅤagresivitas ㅤpajak 

ㅤbaik ㅤsecara ㅤlegal ㅤmaupun ㅤilegal, ㅤsehingga ㅤperusahaan ㅤdapat ㅤmemperoleh 

ㅤkeuntungan ㅤyang ㅤbesar. ㅤMenurut ㅤJessica ㅤdan ㅤAgus ㅤdalam ㅤ(Angelina, ㅤ2016). 

ㅤAgresivitas ㅤpajak ㅤdianggap ㅤsebagai ㅤsuatu ㅤkegiatan ㅤyang ㅤtidak ㅤbertanggung 

ㅤjawab ㅤsecara ㅤsosial. ㅤKurnagnya ㅤkepedulian ㅤwajib ㅤpajak ㅤakan ㅤpentingnya ㅤperanan 

ㅤpajak ㅤdapat ㅤmenimbulkan ㅤberkurangnya ㅤpenerimaan ㅤnegara ㅤdari ㅤsektor ㅤpajak 

ㅤberakibat ㅤnegatif ㅤpada ㅤpenyediaan ㅤfasilitas ㅤpublic ㅤbagi ㅤmasyarakat. ㅤPajak ㅤdari 

ㅤperusahaan ㅤmerupakan ㅤbentuk ㅤkontribusi ㅤdan ㅤtanggung ㅤjawab ㅤsosial ㅤperusahaan 

ㅤyang ㅤharus ㅤdijalankan. ㅤ 

Pengungkapan ㅤCorporate ㅤsocial ㅤresponsibility ㅤ(CSR) ㅤdianggap ㅤsebagai 

ㅤsuatu ㅤcara ㅤuntuk ㅤmeminimalkan ㅤbeban ㅤpajak ㅤserta ㅤmenjadi ㅤsalah ㅤsatu ㅤfaktor 

ㅤpenting ㅤdalam ㅤkeberlangsungan ㅤdan ㅤkesuksesan ㅤsuatu ㅤperusahaan, ㅤkarena 

ㅤcorporate ㅤsocial ㅤresponsibility ㅤdapat ㅤmembangun ㅤkepercayaan ㅤpara ㅤstakeholder 

ㅤdan ㅤmasyarakat ㅤLanis ㅤdan ㅤRichardson ㅤdalam ㅤ(Angelina, ㅤ2016). ㅤCorporate ㅤsocial 
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ㅤresponsibility ㅤmerupakan ㅤsuatu ㅤtindakan ㅤyang ㅤdigunakan ㅤperusahaan ㅤdalam 

ㅤmelakukan ㅤagresivitas ㅤpajak ㅤdengan ㅤmengeluarkan ㅤbiaya-biaya ㅤpenelitian 

ㅤsebagai ㅤpengurang ㅤpendapatan, ㅤkarena ㅤpajak ㅤmemperbolehkan ㅤbiaya ㅤpenelitian 

ㅤsebagai ㅤbiaya ㅤyang ㅤdimasukan ㅤkedalam ㅤlaporan ㅤCSR ㅤ(Kuriah ㅤ& ㅤAsyik, ㅤ2016). ㅤ 

Keterkaitan ㅤcorporate ㅤsocial ㅤresponsibility ㅤdengan ㅤagresivitas ㅤpajak 

ㅤterletak ㅤpada ㅤtujuan ㅤutama ㅤsuatu ㅤperusahaan ㅤuntuk ㅤmemperoleh ㅤkeuntungan 

ㅤyang ㅤmaksimum ㅤtanpa ㅤmenghilangkan ㅤtanggung ㅤjawab ㅤsosial ㅤdan ㅤlingkungan, 

ㅤsehingga ㅤsemakin ㅤbesar ㅤkeuntungan ㅤyang ㅤdiperoleh ㅤperusahaan ㅤsemakin ㅤbesar 

ㅤpula ㅤpenghasilan ㅤkena ㅤpajak. ㅤTetapi ㅤperbedaan ㅤkepentingan ㅤantara ㅤpemilik 

ㅤperusahaan ㅤdan ㅤpengelola ㅤperusahaan ㅤmengenai ㅤpajak ㅤdalam ㅤperusahaan ㅤinilah 

ㅤyang ㅤmenimbulkan ㅤmasalah ㅤkeagenan. ㅤDalam ㅤmelakukan ㅤtindakan ㅤagresif 

ㅤterhadap ㅤpajak ㅤmemerlukan ㅤbiaya ㅤyang ㅤmahal ㅤsedangkan ㅤagresivitas ㅤpajak 

ㅤdiperlukan ㅤuntuk ㅤmeminimalkan ㅤbeban ㅤpajak ㅤpada ㅤperusahaan. ㅤHal ㅤini 

ㅤmenunjukan ㅤbahwa ㅤagresivitas ㅤpajak ㅤtidak ㅤmemberikan ㅤkeuntungan ㅤterhadap 

ㅤagresivitas ㅤpajak ㅤ. ㅤHasil ㅤpenelitian ㅤ(Rengganis ㅤ& ㅤDwija ㅤPutri, ㅤ2018), 

ㅤmenyatakan ㅤbahwa ㅤcorporate ㅤsocial ㅤresponsibility ㅤberpengaruh ㅤsignifikan 

ㅤterhadap ㅤagresivitas ㅤpajak, ㅤsemakin ㅤluas ㅤpengungkapan ㅤCSR ㅤmaka ㅤperusahaan 

ㅤakan ㅤcenderung ㅤsemakin ㅤagresif. ㅤHasil ㅤberbeda ㅤoleh ㅤ(Sulistyowati ㅤ& ㅤUlfah, 

ㅤ2018), ㅤmenyatakan ㅤPengungkapan ㅤCSR ㅤtidak ㅤberpengaruh ㅤterhadap ㅤagresivitas 

ㅤpajak. 

Pemungutan ㅤpajak ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤpemerintah ㅤtidak ㅤselalu 

ㅤmendapatkan ㅤsambutan ㅤyang ㅤbaik ㅤoleh ㅤsetiap ㅤwajib ㅤpajaknya, ㅤterutama ㅤoleh 

ㅤperusahaan. ㅤPerusahaan ㅤmemiliki ㅤtujuan ㅤutama ㅤuntuk ㅤmemaksimalkan ㅤlaba, ㅤhal 
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ㅤini ㅤmemicu ㅤkemungkinan ㅤperusahaan ㅤuntuk ㅤmelakukan ㅤtindakan ㅤagresivitas 

ㅤpajak. ㅤPerlu ㅤadanya ㅤtata ㅤkelola ㅤperusahaan ㅤyang ㅤbaik ㅤuntuk ㅤmengurangi 

ㅤtindakan ㅤagresivitas ㅤpajak. ㅤTata ㅤkelola ㅤperusahaan ㅤyang ㅤbaik ㅤdapat ㅤtercipta 

ㅤdengan ㅤmengadopsi ㅤkonsep ㅤpengelolaan ㅤperusahaan ㅤyang ㅤbaik ㅤ(good ㅤcorporate 

ㅤgovernance). ㅤDi ㅤIndonesia ㅤbelum ㅤsepenuhnya ㅤperusahaan ㅤmampu ㅤmelaksanakan 

ㅤtata ㅤkelola ㅤperusahaan ㅤdengan ㅤsungguh-sungguh ㅤsehingga ㅤbelum ㅤterwujud 

ㅤprinsip ㅤgood ㅤcorporate ㅤgovernance ㅤdengan ㅤbaik, ㅤhal ㅤini ㅤdisebabkan ㅤoleh 

ㅤbeberapa ㅤkendala ㅤyang ㅤdihadapi ㅤperusahaan ㅤpada ㅤsaat ㅤpelaksanaan ㅤcorporate 

ㅤgovernance ㅤ(Seprini, ㅤ2016). 

Corporate ㅤgovernance ㅤdidefinisikan ㅤsebagai ㅤtata ㅤkelola ㅤperusahaan ㅤyang 

ㅤbaik ㅤdalam ㅤmenentukan ㅤarah ㅤdan ㅤtujuan ㅤperusahaan ㅤsesuai ㅤdengan ㅤkarakter ㅤdari 

ㅤpemimpin ㅤperusahaan ㅤ(Permana, ㅤ2015). ㅤDengan ㅤetika ㅤprofessional ㅤyang ㅤdimiliki 

ㅤseorang ㅤpemimpin ㅤakan ㅤmempengaruhi ㅤkinerja ㅤdan ㅤkeputusan ㅤperusahaan, 

ㅤterutama ㅤkeputusan ㅤuntuk ㅤmenghindari ㅤagresivitas ㅤpajak. ㅤBadan ㅤPengawasan 

ㅤKeuangan ㅤdan ㅤPembangunan ㅤ(2018) ㅤmendefinisikan ㅤcorporate ㅤgovernance 

ㅤsebagai ㅤsuatu ㅤsistem ㅤpengendali ㅤdan ㅤpengatur ㅤperusahaan ㅤyang ㅤdapat ㅤdilihat ㅤdari 

ㅤmekanisme ㅤhubungan ㅤantara ㅤberbagai ㅤpihak ㅤyang ㅤmengatur ㅤperusahaan ㅤmaupun 

ㅤditinjau ㅤdari ㅤnilai-nilai ㅤyang ㅤterkandung ㅤdari ㅤmekanisme ㅤpengelolaan ㅤitu ㅤsendiri. 

ㅤPedoman ㅤmengenai ㅤcorporate ㅤgovernance ㅤditerbitkan ㅤpada ㅤtahun ㅤ2006 ㅤoleh 

ㅤKomite ㅤNasional ㅤKebijakan ㅤGovernance ㅤ(KNKG) ㅤdikarenakan ㅤadanya ㅤdorongan 

ㅤkesadaran ㅤdari ㅤpara ㅤpelaku ㅤbisnis ㅤuntuk ㅤmenjalankan ㅤbisnisnya ㅤdemi 

ㅤkelangsungan ㅤhidup ㅤperusahaan, ㅤmementingkan ㅤkepentingan ㅤstakeholders ㅤdan 

ㅤmenghindari ㅤcara-cara ㅤuntuk ㅤmenciptakan ㅤkeuntungan ㅤsesaat ㅤ(Fahriani ㅤ& 
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ㅤPriyadi, ㅤ2016). ㅤProksi ㅤcorporate ㅤgovernance ㅤdalam ㅤpenelitian ㅤini ㅤadalah 

ㅤkomisaris ㅤindependen ㅤdan ㅤkomite ㅤaudit. 

Komisaris ㅤindependen ㅤbertugas ㅤmengawasi ㅤdan ㅤmengontrol ㅤtindakan 

ㅤyang ㅤterjadi ㅤdalam ㅤsuatu ㅤperusahaan. ㅤTerutama ㅤmengawasi ㅤdalam ㅤketaatan ㅤpajak 

ㅤdan ㅤdapat ㅤmencegah ㅤterjadinya ㅤagresifitas ㅤpajak. ㅤMenurut ㅤ(Diantari ㅤ& ㅤAgung, 

ㅤ2016) ㅤmenyatakan ㅤbahwa ㅤsemakin ㅤbanyaknya  ㅤjumlah ㅤkomisaris ㅤindependen 

ㅤmaka ㅤpengawasan ㅤterhadap ㅤperusahaan ㅤakan ㅤmenjadi ㅤlebih ㅤketat. 

Komite ㅤaudit ㅤbertugas ㅤbertanggung ㅤjawab ㅤkepada ㅤdewan ㅤkomisaris, 

ㅤMenurut ㅤDamayanti ㅤdalam ㅤ(Nurhandono ㅤ& ㅤFirmansyah, ㅤ2017) ㅤdisini ㅤkomite 

ㅤaudit ㅤmenjadi ㅤpenengah ㅤantara ㅤmenejer ㅤperusahaan ㅤdalam ㅤmengambil ㅤkeputusan 

ㅤatau ㅤkebijakan ㅤagar ㅤtidak ㅤmelanggar ㅤperaturan ㅤhukum. ㅤKomite ㅤaudit ㅤjuga 

ㅤbertugas ㅤuntuk ㅤmembantu ㅤdewan ㅤkomisaris ㅤmemonitor ㅤproses ㅤpelaporan 

ㅤkeuangan ㅤoleh ㅤmanajemen ㅤuntuk ㅤmeningkatkan ㅤkredibilitas ㅤlaporan ㅤkeuangan. 

Berbagai ㅤpenelitian ㅤyang ㅤmeneliti ㅤmekanisme ㅤcorporate ㅤgovernance 

ㅤantara ㅤlain ㅤ(Diantari ㅤ& ㅤAgung, ㅤ2016) ㅤmenyatakan ㅤkomisaris ㅤindependen 

ㅤberpengaruh ㅤsignifikan ㅤterhadap ㅤeffective ㅤtax ㅤrate. ㅤSedangkan ㅤ(Tiaras ㅤ& ㅤWijaya, 

ㅤ2017) ㅤdan ㅤ(Rengganis ㅤ& ㅤDwija ㅤPutri, ㅤ2018) ㅤmenyatakan ㅤkomisaris ㅤindependen 

ㅤtidak ㅤberpengaruh ㅤsignifikan. ㅤPenelitian ㅤlain ㅤterkait ㅤkomite ㅤaudit ㅤyaitu ㅤ(Diantari 

ㅤ& ㅤAgung, ㅤ2016) ㅤyang ㅤmenyatakan ㅤpengaruh ㅤnegatif ㅤantara ㅤkomite ㅤaudit ㅤdan ㅤtax 

ㅤavoidance. ㅤSedangkan ㅤ(Susanto ㅤet ㅤal., ㅤ2018) ㅤberpendapat ㅤkomite ㅤaudit ㅤtidak 

ㅤberpengaruh ㅤsignifikan. ㅤ 

Berdasarkan ㅤuraian ㅤtersebut ㅤdiatas ㅤmasih ㅤterdapat ㅤhasil ㅤpenelitian ㅤyang 

ㅤberbeda-beda ㅤsehingga ㅤmasih ㅤdimungkinkan ㅤuntuk ㅤdilakukan ㅤpenelitian. 
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ㅤPenelitian ㅤini ㅤmengacu ㅤpada ㅤpenelitian ㅤyang ㅤdilakukan ㅤ(Rengganis ㅤ& ㅤDwija 

ㅤPutri, ㅤ2018) ㅤdimana ㅤperbedaan ㅤdengan ㅤpenelitian ㅤini ㅤdengan ㅤmenambahkan 

ㅤvariabel ㅤleverage ㅤsebagai ㅤvariabel ㅤindependen ㅤyang ㅤmengacu ㅤpada ㅤpenelitian 

ㅤ(Kuriah ㅤ& ㅤAsyik, ㅤ2016). 

Leverage ㅤmerupakan ㅤrasio ㅤpada ㅤperusahaan ㅤyang ㅤdapat ㅤmempengaruhi 

ㅤbesar ㅤkecilnya ㅤpajak ㅤyang ㅤdibayarkan ㅤperusahaan. ㅤHal ㅤini ㅤdikarenakan ㅤbiaya 

ㅤbunga ㅤdari ㅤutang ㅤdapat ㅤdikurangkan ㅤdalam ㅤmenghitung ㅤpajak ㅤsehingga ㅤbeban 

ㅤpajak ㅤmenjadi ㅤlebih ㅤkecil ㅤmemperoleh ㅤkeuntungan ㅤdan ㅤmampu ㅤuntuk ㅤmelunasi 

ㅤkembali ㅤhutangnya. ㅤsehingga ㅤsemakin ㅤtinggi ㅤtingkat ㅤleverage ㅤakan 

ㅤmenyebabkan ㅤEffective ㅤTax ㅤRate ㅤ(ETR) ㅤmenjadi ㅤlebih ㅤkecil. ㅤMenurut ㅤpenelitian 

ㅤ(Sulistyowati ㅤ& ㅤUlfah, ㅤ2018), ㅤmenyatakan ㅤbahwa ㅤleverage ㅤtidak ㅤberpengaruh 

ㅤsignifikan ㅤterhadap ㅤagresivitas ㅤpajak. ㅤBerdasarkan ㅤuraian ㅤdiatas ㅤmaka ㅤjudul 

ㅤpenelitian ㅤini ㅤadalah ㅤ“Pengaruh ㅤCorporate ㅤSocial ㅤResponsibility, ㅤLeverage, ㅤdan 

ㅤCorporate ㅤGovernance ㅤterhadap ㅤAgresivitas ㅤPajak ㅤ(Studi ㅤpada ㅤperusahaan 

ㅤmanufaktur ㅤyang ㅤterdaftar ㅤdi ㅤBEI ㅤtahun ㅤ2015-2018). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan research gap yang dikemukakan diatas masih ditemukannya 

masalah kejanggalan pada maraknya kasus agresivitas pajak yang terjadi beberapa 

tahun terakhir seperti Panama Paper (tax havens country), Google, IKEA, Amazon, 

Coca Cola, Apple, dan Lain-lain (Forum Pajak, 2016). Oleh karena itu, masalah 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana Pengaruh Corporate 

Social Responsibility, Corporate Governance dan Leverage terhadap Agresivitas 

Pajak (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 
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2018)” 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ? 

2. Apakah Corporate Governance berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ? 

3. Apakah Leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian 

ini dijelaskan sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh Apakah Corporate Social Responsibility 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia. 

2. Untuk menganalisis pengaruh corporate governance berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia 

3. Untuk menganalisis pengaruh leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak 

pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ingi diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya 

adalah  

 

1.5.1 Manfaat Teoritis 
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Hasil penelitian ini diharakan dapat digunakan sebagai wacana dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi keuangan. 

 

 

 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian dapat digunakan sebagai wacana untuk memberikan masukan yang 

berkaitan dengan agresivitas pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan dan penentuan kebijakan perusahaan. 

2. Bagi Pemerintah 

Penelitian dapat digunakan sebagai wacana untuk membuat kebijakan untuk 

menekan resiko yang timbul dari adanya agresivitas pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


